
 
 

 

 
BUPATI  TANGERANG 

PROVINSI BANTEN 

 
PERATURAN BUPATI TANGERANG 

 NOMOR  1   TAHUN  2019  
 

TENTANG  

 
KLASIFIKASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

 KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3)  

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tangerang Nomor 18 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan 
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4010); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3087); 

 
4.Undang-Undang... 
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4. Undang-Undang 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor  3686) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 

Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Repubuk Indonesia Tahun 2000 

Nomor 1298, Lembaran Negara Repubuk Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 1298); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang 
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:50/Pmk.03/2010  
tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek 
Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan 

Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 417); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 

tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan 
Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaiman 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun  2010  

Nomor 10) telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang 
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 
Nomor 1814); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang  Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten TangerangTahun 2016 Nomor1116); 

12.Peraturan... 
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12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 Tahun 2011 

tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 

Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 59); 

13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 
Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 38); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI PENETAPAN 
NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG  TAHUN 
2019. 

 
  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1  

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten  Tangerang. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

4. Bupati adalah Bupati Tangerang. 

5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut 
BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah   
Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang. 

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas 

bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ 
atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 

8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan 

pedalaman dan/ atau laut. 

 

9.Penilaian... 
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9. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang 

selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan 
untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan 

dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan 
pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, 
dan/ atau pendekatan kapitalisasi pendapatan. 

10. Penilai PBB-P2 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh 

Kepala Daerah, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, 
dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan 
Penilaian PBB-P2. 

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, clan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau Daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pens1un, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

13. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya 
disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai bangunan 

berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya 
komponen utama, biaya komponen material, dan biaya 
komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan 

bangunan. 

14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP 
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 

beli yang terjadi secara wajar, clan bilamana tidak 
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau 
nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

15. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya 

disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai bangunan 
berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya 

komponen utama, biaya komponen material, dan biaya 
komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan 
bangunan. 

16. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah 
zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek 
pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan 

dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak 
dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan 

desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok. 

 

17.Nilai Indikasi... 
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17. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR 

adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai 
tanah dalam suatu zona nilai tanah. 

18. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk 
sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu 
secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur 

standar, yang disebut Computer Assisted Valuation 
(CAV) dan/atau Computer Assisted for Mass Appraisal 

(CAMA).  

19. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek 
pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan 

semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam 
laporan penilaian. 

20. Harga Pasar adalah harga kesepakatan antara pembeli 

dan penjual yang terbentuk dari hasil tawar menawar.  

21. Harga Transaksi adalah harga persetujuan jual beli 

dalam perdagangan antara pihak pembeli dan pihak 
penjual.  

22. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau 

nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman 
penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. 

 

BAB II  
KLASIFIKASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
 

Pasal 2 

 
(1) Klasifikasi NJOP Bumi Sektor Perdesaan dan Perkotaan   

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
(2) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana tercantum 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

   
 
 

Pasal 3... 
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Pasal 3 

 
(1) Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan 

Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), merupakan Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan. 

 
(2) Pengunaan Klasifikasi Penetapaan NJOP Bumi dan Bangunan Perdesaan 

Dan Perkotaan diluar kepentingan Perpajakan Daerah bukan menjadi 

tangung jawab BAPENDA. 
 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 
 

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tangerang. 
 

 
 

 
 

  Ditetapkan di   Tigaraksa 

pada tanggal  2 Januari 2019 
 

  BUPATI TANGERANG, 

 
 

Ttd 
 

A. ZAKI ISKANDAR 

Diundangkan di   Tigaraksa 
pada tanggal 2 Januari 2019 

 

  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANGERANG, 

  
 
                   Ttd 

 
 

MOCH. MAESYAL RASYID 

  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 01 
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